






































































































































 
 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

DAN PERHUBUNGAN 

NOMOR SOP 660/1.15-SOP/DLHP-I/2023 

TGL. PEMBUATAN 11 Agustus 2023 

TGL. REVISI 25 Agustus 2023 

TGL.EFEKTIF 04 September 2023 

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS, 

 

 

EKO PUTRA, SH.,M.Si 
NIP.19680908 199601 1 001 

NAMA SOP : Pengumpulan Data Kinerja 

 

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah  

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan  Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah,  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo 
4.  Peraturan Bupati Tebo Nomor 94 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan 
Perhubungan Kabupaten Tebo. 

1. Pendidikan Minimal SMA/SLTA 
2. Memahami peraturan tentang tata naskah dinas  
3. Memiliki kemampuan mengevaluasi dan menganalisis 

data  
4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN: 

1. SOP Penyusunan SAKIP 
 

1. Renstra-PD 
2. Renja-PD 
3. Peraturan Perundang-undangan 
4. Perangkat Komputer 

5. ATK 
6. Jaringan Internet 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pengukuran Kinerja ini tidak 
akan berjalan lancar dan tepat waktu 
 

1. Disimpan dalam bentuk file softcopy dan 
hardcopy 



 

  

No Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Keterangan Kepala 
Dinas 

Sekretaris 
Kasubbag 

PKE 
Kelengkapan Waktu Output 

1 Memerintahkan  Perencanaan, 
Keuangan dan Evaluasi untuk 

membuat format data  dan  informasi 
kepada staf 

  
 

 

 Disposisi 
Surat 

10 
Menit 

Disposisi Surat - 

2 Membuat format pengumpulan data 
dan informasi kinerja dari masing- 

masing bidang dan sekretariat 

   Format 
Penyusunan 

Data Kinerja 

120 
Menit 

 
Format 
Penyusunan 
Data Kinerja 

- 

3 Menyampaikan   format pengumpulan 
data dan informasi kinerja kepada 

masing-masing Kepala Bidang 

   Format 
Penyusunan 

Data Kinerja 

60 
Menit 

Format 
Penyusunan 

Data Kinerja 

- 

4 Menghimpun format data dan 
informasi kinerja dari masing- masing 

Kasi dan Kasubag 

   Format 
Penyusunan 

Data Kinerja 

180 
Menit 

 
Format 
Penyusunan 

Data Kinerja 

- 

5 Menganalisis  dan  mengevaluasi data 
dan informasi kinerja yang telah 

terkumpul 

   Format 
Penyusunan 

Data Kinerja 

1500 
Menit 

Draft Laporan 
Kinerja 

- 

6 Membuat Dokumen Laporan Kinerja       Tidak  Draft Laporan 
Kierja 

1000 
Menit 

Dokumen 
Laporan Kinerja 

- 

7 Mengoreksi     Dokumen     Laporan 

Kinerja 

  

  
Ya 

 Dokumen 

Laporan 
Kinerja 

120 

Menit 

Dokumen 

Laporan Kinerja 

- 

9 Penandatanganan dokumen Laporan 

Kinerja oleh Kepala Dinas kemudian 
diteruskan ke Kasubbag Perencanaan, 
Keuangan dan Evaluasi 

                      Dokumen 

Laporan 
Kinerja 

10 

Menit 

Dokumen 

Laporan Kinerja 

- 

11 Mengantar surat, menggandakan dan 
mengarsipkan Dokumen Laporan 
Kinerja 

   Dokumen 
Laporan 
Kinerja 

20 
Menit 

Dokumen 
Laporan Kinerja 

- 

Mulai 

Selesai 



1. Latar Belakang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah,  
dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban program 
instansi pemerintah.   

Setiap instansi pemerintah wajib mengomunikasikan perkembangan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimulai dari data perangkat daerah, tingkat 

pengukuran data, sampai kelengkapan dokumen, kelengkapan isi dokumen dan 

keselarasan antar dokumen Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah 

2. Maksud dan Tujuan 

Panduan penyiapan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
ini memiliki maksud dan tujuan adalah Sebagai acuan dalam penyiapan dokumen Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain Rencana Strategis, Indikator 
Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana 

Aksi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pohon Kinerja. Dengan panduan ini diharapkan 
dapat membantu dalam meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
dan Untuk memantau kesesuaian orientasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan 
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tebo. 

3. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup Pengumpulan Data Kinerja adalah Dinas Lingkungan Hidup dan 

Perhubungan Kabupaten Tebo dan OPD terkait dengan penyusunan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP 

4. Prosedur Penyusunan 

a. Menerima surat perintah penyusunan Pengumpulan Data Kinerja 

b. Mengumpulkan bahan penyusunan Pengumpulan Data Kinerja  
c. Menyusun draft Pengumpulan Data Kinerja 
d. Memverifikasi draft dokumen Pengumpulan Data Kinerja 
e. Mengkoordinir Finalisasi Penyusunan dokumen Pengumpulan Data Kinerja 
f. Menandatangani Pengumpulan Data Kinerja 
g. Selesai 

5. Persyaratan 
a. Mempunyai kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing 
b. Menguasai Aplikasi Microsoft Word 

 
6. Sarana dan Prasarana Penyusunan 

a. Alat tulis kantor 
b. Komputer/laptop 
c. Printer 
d. Jaringan Internet 

 
7. Biaya Penyusunan 

Sebagaimana tercantum di dalam OPD 
 

8. Tempat Penyusunan 
Di ruang kerja atau di tempat lain 
 

9. Jadwal Penyusunan 
3 Bulan 
 

10. Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan/ keluhan/ masukan 
a. Staf Administrasi Kantor Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi 
b. Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Evaluasi 



 
 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

DAN PERHUBUNGAN 

NOMOR SOP 660/1.16-SOP/DLHP-I/2023 

TGL. PEMBUATAN 11 Agustus 2023 

TGL. REVISI 25 Agustus 2023 

TGL.EFEKTIF 04 September 2023 

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS, 

 

 

EKO PUTRA, SH.,M.Si 
NIP.19680908 199601 1 001 

NAMA SOP : Pengukuran Kinerja 

 

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah  

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan  Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah,  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo 
4.  Peraturan Bupati Tebo Nomor 94 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 
dan Perhubungan Kabupaten Tebo. 

 

1. Pendidikan Minimal SMA/SLTA 
2. Memahami peraturan tentang tata naskah dinas  
3. Memiliki kemampuan mengevaluasi dan menganalisis 

data  
4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN: 

1. SOP Penyusunan SAKIP 
2. SOP Pengumpulan Data Kinerja 

 

1. Renstra-PD 
2. Renja-PD 
3. Peraturan Perundang-undangan 
4. Perangkat Komputer 

5. ATK 
6. Jaringan Internet 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pengukuran Kinerja ini 
tidak akan berjalan lancar dan tepat waktu 
 

1. Disimpan dalam bentuk file softcopy dan hardcopy 

 



  

No Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Keterangan Kepala 
Dinas 

Sekretaris 
Kasubbag 

PKE 
Kelengkapan Waktu Output 

1 Memerintahkan Sekretaris untuk 
melakukan pengukuran kinerja 

   Disposisi Surat 10 Menit Disposisi 
Surat 

 

2 Memerintahkan Kasubbag Perencanaan, 
Keuangan dan Evaluasi untuk 

melakukan Pengukuran Kinerja 
berdasarkan Data Kinerja yang telah 
dikumpulkan dari masing-masing bidang 

   Format 
Penyusunan Data 

Kinerja 

120 
Menit 

Penyusunan 
Data Kinerja 

 

3 Melakukan pengukuran capaian kinerja 
menggunakan metodologi yang telah 
ditetapkan 

   Format 
Penyusunan Data 
Kinerja 

1000 
Menit 

Draft 
Laporan 
Kinerja 

 

4 Merekap  hasil pengukuran      capaian 
Kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ 
sasaran/rogram/ kegiatan 

   Draft Laporan 
Kinerja dari masing 
-masing Bidang 

800 
Menit 

Draf Dokumen 
Laporan 
Kinerja 

 

5 Melaporkan hasil rekapitulasi 
pengukuran kinerja kepada Sekretaris 

   Dokumen 
Laporan Kinerja 

480 
Menit 

Dokumen 
Laporan 
Kinerja 

 

6 Memverifikasi hasil rekapitulasi 
pengukuran Kinerja, apabila setuju  akan 

digunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan    Laporan Kinerja dan  
evaluasi.  Jika  tidak maka dikembalikan  
untuk  dilengkapi sesuai arahan 

   Dokumen 
Laporan Kinerja 

60 Menit Dokumen 
Laporan 

Kinerja 

 

7 Melaporkan data pengukuran kinerja 
kepada Kepala Dinas 

 
 
 
 Ya 

 Tidak Dokumen 
Laporan Kinerja 

10 Menit Dokumen 
Laporan 
Kinerja 

 

8 Selesai   
 
 

Konsep Surat 

Pengantar 

15 Menit Surat 

Pengantar 

 

zMu

Mulai 

Selesai 



1. Latar Belakang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah,  
dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban program 
instansi pemerintah.   

Setiap instansi pemerintah wajib mengomunikasikan perkembangan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimulai dari data perangkat daerah, tingkat 

pengukuran data, sampai kelengkapan dokumen, kelengkapan isi dokumen dan 

keselarasan antar dokumen Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah 

2. Maksud dan Tujuan 

Panduan penyiapan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
ini memiliki maksud dan tujuan adalah Sebagai acuan dalam penyiapan dokumen Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain Rencana Strategis, Indikator 
Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana 

Aksi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pohon Kinerja. Dengan panduan ini diharapkan 
dapat membantu dalam meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
dan Untuk memantau kesesuaian orientasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan 
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tebo. 

3. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup Pengukuran Kinerja adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan 

Kabupaten Tebo dan OPD terkait dengan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah SAKIP 

4. Prosedur Penyusunan 
a. Menerima surat perintah penhyusunan Pengukuran Kinerja  
b. Mengumpulkan bahan penyusunan Pengukuran Kinerja  
c. Menyusun draft Pengukuran Kinerja 
d. Memverifikasi draft dokumen Pengukuran Kinerja  
e. Mengkoordinir Finalisasi Penyusunan dokumen Pengukuran Kinerja 
f. Menandatangani Pengukuran Kinerja 
g. Selesai 

5. Persyaratan 
a. Mempunyai kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing 
b. Menguasai Aplikasi Microsoft Word 

 
6. Sarana dan Prasarana Penyusunan 

a. Alat tulis kantor 
b. Komputer/laptop 
c. Printer 
d. Jaringan Internet 

 
7. Biaya Penyusunan 

Sebagaimana tercantum di dalam OPD 
 

8. Tempat Penyusunan 
Di ruang kerja atau di tempat lain 
 

9. Jadwal Penyusunan 

3 Bulan 
 

10. Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan/ keluhan/ masukan 
a. Staf Administrasi Kantor Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi 
b. Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Evaluasi 
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